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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN NOMOR P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG,  

PEMBERIAN INSENTIF, SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 

12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan 

Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan 

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan hukum; 

   b. bahwa untuk kepastian hukum dan meningkatkan 

efektivitas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlu 

dilakukan penyempurnaan kegiatan pelaksanaan, 

kegiatan pendukung, pembinaan, dan pengendalian 

rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu diubah; 
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   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, 

serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 
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tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, 

Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian 

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 

P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG, PEMBERIAN 

INSENTIF, SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/12/2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya 

disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, 

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan 

dan lahan guna meningkatkan daya dukung, 

produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem 

penyangga kehidupan. 

2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat 

DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, 

dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan 

ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di 
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darat merupakan pemisah topografis dan batas di 

laut sampai dengan daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas daratan. 

3. Kegiatan Pendukung RHL adalah semua kegiatan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan RHL dengan 

tujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan 

RHL. 

4. Insentif RHL adalah suatu instrumen kebijakan yang 

mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan 

rehabilitasi hutan dan lahan, dan sekaligus mampu 

mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi 

sumber daya hutan dan lahan dalam suatu 

ekosistem DAS. 

5. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam 

kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang 

dikelola untuk memproduksi benih berkualitas.  

6. Benih adalah bahan tanaman atau bagiannya yang 

digunakan untuk memperbanyak dan/atau 

mengembangkan tanaman yang berasal dari bahan 

generatif atau bahan vegetatif.  

7. Bibit adalah tumbuhan muda hasil 

perkembangbiakan secara vegetatif maupun 

generatif.  

8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri 

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa 

serta ekosistemnya.  

9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan 

sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata 

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 

mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah.   

10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang 

mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.  

11. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa 

yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ 
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Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, 

atau kelompok masyarakat.  

12. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan 

barang/jasa berdasarkan kontrak.  

13. Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan 

dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-

buahan, atau tanaman semusim sehingga terbentuk 

interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen 

penyusunnya.  

14. Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan terhadap 

tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh 

sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, 

penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama 

dan penyakit.  

15. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah 

yang dibebani hak atas tanah. 

16. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas 

tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya 

di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas 

minimal 0,25 Ha (nol koma dua puluh lima hektar) 

dengan penutupan tajuk didominasi tanaman kayu-

kayuan.  

17. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang 

bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan 

rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah 

Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai 

Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.  

18. Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air 

dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk 

bambu/kayu yang dibuat pada alur sungai/jurang 

dengan tinggi maksimal 4 m (empat meter) yang 

berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan 

sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (run 

off).  

19. Dam Pengendali adalah bendungan kecil semi 

permanen yang dapat menampung air (tidak lolos 
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